
 

 

 

 

 

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT 

PROVINSI JAMBI 

 

PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT 
 

NOMOR  16  TAHUN 2022 
 

TENTANG 
 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 28 TAHUN 2017 TENTANG 

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN 

PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT, 
 

Menimbang  : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan 

Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai 

Negeri Sipil maka Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat 

Nomor 28 Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan 

Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 

Tanjung Jabung Barat perlu disesuaikan; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 

Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2017 

tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di 

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang 

Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan 

Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 

tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko 

dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang 

Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan 

Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia  Tahun 1963 Nomor  50, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755); 

2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang 

Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, 

Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung 

Timur  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 

Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang – 

SALINAN 



Undang No 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang- 

Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan 

Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro 

Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, 

Tambahan  Lembaran  Negara Republik  Indonesia Nomor 

3969); 

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140); 

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250), 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan 

Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang 

Komisi Pemberantasan Korupsi (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Negara 

Republik Indonesia Nomor 6409); 

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5494); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 

58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5679); 

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 292, Tambahan Lemabaran Negara Republik 

Indonesia 5601); 

 

 



9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 

Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 

Indonesia tahun 2017 Nomor 63 Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 

tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 

Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil 

(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 68 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6477); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang 

Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2021 Nomor 202); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 

Nomor 157); 

12. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik 

Indonesia Nomor 7 tahun 2016 tentang Tata Cara 

Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta 

Kekayaan Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2016 Nomor 985) sebagaimana diubah dengan Peraturan 

Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2020 tentang 

Perubahan atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi 

Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, 

Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Negara 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 572); 

 

 

 

Menetapkan 

 

 

 

 

 

: 

 

 

 

MEMUTUSKAN : 

 

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN BUPATI NOMOR 28 TAHUN 2017 TENTANG 

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI 

LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG 

JABUNG BARAT.  

 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tanjung 

Jabung Barat Nomor 28 Tahun 2017 tentang Laporan Harta 

Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Berita Daerah Kabupaten 

Tanjung Jabung Barat Tahun 2017 Nomor 28) diubah 

sebagai berikut : 

 

 

 



 

1. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut : 

 

Pasal 8 

(1) Penyelenggara Negara yang berstatus Pegawai Negeri 

Sipil jika tidak menyampaikan LHKPN, sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2 diberikan sanksi disiplin 

tingkat sedang dan tingkat berat sesuai dengan 

ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 

2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. 

(2) Sanksi disiplin tingkat sedang sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), dijatuhkan bagi PNS yang menduduki 

Jabatan Administrator dan Pejabat Fungsional terdiri 

dari : 

a. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) 

tahun; 

b. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) 

tahun; 

c. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 

1 (satu) tahun; 

d. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua 

puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan; 

e. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua 

puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan; atau 

f. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua 

puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan. 

 

(3) Sanksi disiplin tingkat berat sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), dijatuhkan bagi PNS yang menduduki 

Jabatan Pimpinan Tinggi dan Penjabat lainnya terdiri 

dari: 

a. penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 

12 (dua belas) bulan; 

b. pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan 

pelaksana selama 12 (dua belas) bulan; dan 

c. pemberhentian dengan hormat tidak atas 

permintaan sendiri sebagai PNS. 

 

2. Ketentuan ayat (2) Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi 

sebagai berikut : 

Pasal 9 

(1) Sebelum menjatuhkan sanksi disiplin sebagaimana 

dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) terlebih dahulu 

melalui proses sebagai berikut : 

a. diberikan peringatan secara tertulis sebanyak 3 

(tiga) kali, dengan masing-masing tenggat waktu 

surat selama 1 (satu) bulan; dan 

b. jika sampai peringatan ketiga belum 

menyampaikan LHKPN maka kepada 



Penyelenggara Negara tersebut diberikan sanksi 

sebagaimana dimaskud dalam Pasal 8. 

(2) Penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 8 dan Pasal 9 ayat (1) dilakukan 

pemeriksaan terlebih dahulu oleh Inspektorat Daerah 

sesuai dengan prosedur sebagaimana diatur dalam 

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang 

Disiplin Pegawai Negeri Sipil. 

(3) Penjatuhan sanksi terhadap Pelaporan Wajib LHKPN 

yang tidak mematuhi ketentuan/kewajibannya 

diputuskan dalam rapat Tim Penjatuhan Hukuman 

Disiplin yang ditetapkan oleh Bupati. 

 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.  

                                            

 

Ditetapkan di Kuala Tungkal 

pada tanggal 10 Agustus 2022 

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT, 

 

                                 ttd                         

 

                                  ANWAR SADAT  
 

Diundangkan di Kuala Tungkal 

pada tanggal 10 Agustus 2022 

            SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT,  

                         

                         ttd 

 
 

   AGUS SANUSI              

 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2022 

NOMOR  16 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


